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Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi finansial digital telah mendorong meningkatnya minat terhadap Bitcoin sebagai
instrumen investasi, termasuk di kalangan masyarakat Muslim. Namun, status hukumnya dalam perspektif keuangan
Islam masih menjadi perdebatan karena sifatnya yang spekulatif dan tidak memiliki underlying asset. Penelitian ini
bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian Bitcoin sebagai instrumen investasi syariah dengan menelaah statusnya
sebagai harta (mal), potensi gharar dan maysir, serta membandingkannya dengan instrumen investasi syariah lainnya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, mengkaji fatwa, regulasi, serta literatur
akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Bitcoin belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip
syariah, terdapat ruang ijtihad untuk mempertimbangkan penggunaannya dalam konteks investasi, terutama jika
didukung oleh regulasi yang ketat dan transparan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam wacana
keuangan Islam digital dengan menekankan perlunya pengembangan aset kripto berbasis syariah yang memiliki
dukungan aset riil. Kesimpulan menyarankan pentingnya penyusunan regulasi komprehensif dan edukasi literasi digital
syariah untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kejelasan hukum bagi investor Muslim.

Kata kunci: Bitcoin, investasi syariah, keuangan Islam, gharar, regulasi.

Abstract

The rapid growth of financial technology has significantly increased interest in Bitcoin as an investment instrument,
including among Muslim communities. However, its legal status in Islamic finance remains controversial due to its
speculative nature and lack of underlying assets. This study aims to evaluate the compatibility of Bitcoin as a Sharia-
compliant investment instrument by examining its status as mal (property), the potential presence of gharar
(uncertainty) and maysir (speculation), and comparing it with established Islamic investment instruments. Using a
qualitative approach and literature study method, the research analyzes fatwas, regulations, and relevant academic
sources. The findings indicate that while Bitcoin is not yet fully aligned with Sharia principles, there is room for ijtihad
to consider its use in investment—particularly if supported by stringent and transparent regulations. This study
contributes to the discourse on Islamic digital finance by highlighting the need for developing Sharia-based
cryptocurrencies backed by real assets. The conclusion emphasizes the urgency of establishing comprehensive
regulations and enhancing Sharia digital literacy to mitigate risks and clarify legal standing for Muslim investors.

Keywords: Bitcoin, Sharia investment, Islamic finance, digital asset, regulation.

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin telah menjadi semakin populer sebagai instrumen investasi di
berbagai negara, termasuk di kawasan dengan mayoritas penduduk Muslim. Fenomena ini mencerminkan
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pertumbuhan peran cryptocurrency dalam sistem keuangan global, di mana Bitcoin dipandang sebagai aset
alternatif yang memiliki potensi dalam diversifikasi portofolio investasi. Namun, status Bitcoin dalam
keuangan Islam masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan ulama. Hal ini disebabkan oleh
ketidakpastian terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar
(ketidakpastian), dan maysir (spekulasi)(Abdullah et al., 2025).

Perbedaan pendapat mengenai kehalalan Bitcoin dalam Islam didasarkan pada volatilitasnya yang tinggi dan
sifatnya yang spekulatif, yang membuatnya rentan terhadap manipulasi pasar. Beberapa ulama berpendapat
bahwa Bitcoin tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang yang sah menurut Islam karena tidak memiliki
dukungan aset riil dan sering digunakan untuk aktivitas spekulatif (Ahmed.L, 2024) Sebaliknya, ada pula
pandangan yang menyatakan bahwa Bitcoin dapat diterima dalam keuangan Islam apabila penggunaannya
selaras dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya sebagai alat transaksi yang sah atau sebagai bentuk investasi
yang tidak mengandung spekulasi berlebihan (Nazim Ali & Hakim Jumat, 2024).

Dalam ranah pasar keuangan Islam, penggunaan Bitcoin sebagai instrumen investasi juga menghadirkan
tantangan baru dalam aspek regulasi dan fatwa syariah. Sejumlah negara Muslim, seperti Indonesia dan
Malaysia, telah mengeluarkan panduan serta fatwa mengenai Bitcoin, namun belum ada kesepakatan global
mengenai statusnya dalam Islam (Hasyim et al., 2024). Sementara itu, penelitian menunjukkan bahwa minat
terhadap Bitcoin cukup tinggi di kalangan investor Muslim, khususnya generasi muda yang lebih akrab
dengan teknologi keuangan digital (Rahayu et al., 2024).

Kesenjangan penelitian dalam bidang ini terlihat dari kurangnya kajian mendalam yang menghubungkan
karakteristik teknis Bitcoin dengan prinsip-prinsip investasi syariah secara holistik. Banyak penelitian
sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek hukum Islam dari Bitcoin tanpa menelaah potensi manfaatnya
dalam ekosistem keuangan Islam secara lebih luas (Putro et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan analisis
yang lebih komprehensif yang tidak hanya membahas keabsahan Bitcoin dari perspektif fikih muamalah,
tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas serta keberlanjutan pasar keuangan Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Bitcoin sebagai instrumen investasi dalam perspektif keuangan
Islam serta mengukur sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan pendekatan yang
sistematis, penelitian ini akan menggali berbagai pandangan ulama dan akademisi mengenai Bitcoin serta
memberikan rekomendasi bagi regulator dan investor Muslim dalam menyikapi tren ini.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari sisi akademik maupun praktis.
Secara akademik, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam literatur keuangan Islam dan aset digital,
khususnya dalam memahami posisi Bitcoin dalam ekonomi Islam. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat
dimanfaatkan oleh regulator keuangan syariah, lembaga fatwa, serta investor Muslim dalam membuat
keputusan investasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi status Bitcoin sebagai instrumen investasi dalam perspektif
keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal akademik,
buku, fatwa, serta laporan regulasi terkait aset kripto dan keuangan Islam. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah literatur yang relevan guna memahami karakteristik
Bitcoin serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Analisis data dilakukan dengan metode content
analysis, di mana berbagai pandangan ulama, akademisi, serta lembaga keuangan Islam dibandingkan dan
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dievaluasi untuk menemukan titik temu dalam regulasi serta implikasi penggunaan Bitcoin dalam keuangan
Islam. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas temuan dengan membandingkan berbagai
sumber yang kredibel. Jika penelitian ini melibatkan subjek atau sampel, kriteria pemilihannya didasarkan
pada keahlian dalam bidang keuangan Islam dan aset digital, dengan teknik purposive sampling untuk
memastikan bahwa informan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Dengan
metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang sistematis dan komprehensif mengenai
status Bitcoin dalam keuangan Islam serta memberikan rekomendasi yang dapat diandalkan bagi investor
dan regulator.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik Bitcoin sebagai Aset Digital

Bitcoin merupakan jenis aset digital yang dibangun di atas teknologi blockchain dan beroperasi dalam
sistem yang bersifat desentralisasi, tanpa campur tangan otoritas pusat seperti bank sentral atau institusi
keuangan konvensional. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi dilakukan langsung antar pengguna (peer-
to-peer) melalui konsensus yang berbasis pada mekanisme proof of work. Teknologi ini memungkinkan
transaksi berlangsung secara transparan, aman, serta tidak dapat diubah. Hal ini sejalan dengan
penjelasan dari (Saputra et al., 2022)yang menyatakan bahwa desentralisasi merupakan ciri utama dari
cryptocurrency, serta mendorong efisiensi dan kepercayaan dalam transaksi lintas negara, meskipun
tanpa keterlibatan lembaga perantara.

Namun, sifat desentralisasi ini juga menghadirkan tantangan dari perspektif syariah. Bitcoin tidak memiliki
bentuk fisik dan tidak didukung oleh otoritas moneter resmi, sehingga memicu perbedaan pendapat di
kalangan ulama mengenai keabsahannya sebagai alat tukar dalam Islam. (Aufima, 2018)mengungkapkan
bahwa Bitcoin belum memenuhi unsur thamaniyyah (fungsi sebagai nilai tukar) dalam figh muamalah
karena tidak memiliki nilai intrinsik seperti dinar atau dirham, serta tidak ada jaminan penggunaannya
oleh otoritas negara. Oleh karena itu, banyak otoritas syariah yang tidak mengakui Bitcoin sebagai mata
uang yang sah secara syar’i.

Dari sudut pandang hukum Islam, Bitcoin lebih mendekati karakteristik komoditas atau instrumen
spekulasi daripada sebagai alat tukar. Ketidakstabilan harga serta ketiadaan aset dasar yang jelas
membuatnya dianggap mengandung unsur spekulatif. Menurut (Dahnial & Kurniati, 2024), sistem Bitcoin
yang tidak terpusat dan bersifat anonim dapat menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir
(judi), dua hal yang bertentangan dengan prinsip dasar transaksi dalam syariah. Oleh sebab itu,
penggunaan Bitcoin dapat bertabrakan dengan nilai-nilai dalam figh muamalah yang menekankan pada
kejelasan dan keadilan.

Selain itu, (Osman et al., 2018)menekankan bahwa sifat anonim dan desentralisasi Bitcoin menyulitkan
dalam memastikan kehalalan penggunaannya. Ketiadaan sistem pengawasan formal dalam transaksi aset
ini membuka celah untuk digunakan dalam aktivitas yang bertentangan dengan syariat, seperti perjudian
atau pencucian uang. Hal ini bertentangan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga harta dan
moral. Temuan serupa juga disampaikan oleh (Rachmaditya, 2023), yang menyoroti bahwa dalam
kerangka ushul figh, Bitcoin belum memiliki landasan hukum (ta’addudul asbab) yang memadai sebagai
alat transaksi dalam konteks muamalah kontemporer.
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Dari sisi regulasi di Indonesia, pendekatan yang berbeda turut mempengaruhi penilaian syariah terhadap
Bitcoin. Bank Indonesia tidak mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur
dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi (Bappebti) memperbolehkan Bitcoin untuk diperdagangkan sebagai komoditas dalam bursa aset
kripto, berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Ketidakharmonisan ini menimbulkan
kerumitan normatif dalam penentuan status hukum syariah Bitcoin, karena meskipun secara teknologi
dan hukum positif ia diakui sebagai komoditas, namun secara figh belum memenuhi kriteria mal
mutagawwam (harta yang boleh diperjualbelikan menurut syariah).

Oleh karena itu, meskipun Bitcoin menawarkan keunggulan dari sisi efisiensi dan keamanan teknologi
melalui sistem desentralisasinya, keberterimaan secara syariah masih menjadi perdebatan. Permasalahan
seperti nilai intrinsik, kestabilan harga, serta ketiadaan pengawasan menjadi hambatan utama.
Kesimpulan dari berbagai studi menunjukkan bahwa hingga saat ini, mayoritas ulama dan akademisi
syariah di Indonesia masih cenderung menolak Bitcoin sebagai mata uang syar’i maupun sebagai
instrumen keuangan halal. Meski demikian, ada ruang untuk evaluasi ulang di masa depan, khususnya jika
sistem pengawasan dapat diselaraskan dengan prinsip magashid syariah.

3.2. Status Bitcoin sebagai Mal (Harta) dalam Islam

Dalam literatur figh klasik, suatu benda dikategorikan sebagai mal apabila memiliki nilai ekonomis, dapat
dimiliki, dan dimanfaatkan. Berdasarkan definisi ini, Bitcoin dinilai memenuhi sebagian kriteria sebagai
mal mustagir, karena dapat disimpan secara digital, diperjualbelikan, dan diakui nilainya oleh masyarakat
digital global (Rahayu et al., 2024). Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa meskipun tidak berwujud fisik (non-
maddi), Bitcoin tetap memiliki karakteristik fungsional sebagai harta dalam sistem ekonomi Islam.

Namun demikian, Keberadaan Bitcoin sebagai aset digital yang tidak dijamin oleh otoritas sentral dan
tidak memiliki aset dasar (underlying asset) menimbulkan perdebatan dalam figh kontemporer. Beberapa
ulama berpandangan bahwa Bitcoin termasuk dalam kategori harta non-maddi yang tidak sah dijadikan
alat tukar atau instrumen investasi jika tidak ditopang oleh aset riil. Hal ini sejalan dengan pandangan
sejumlah penelitian di Indonesia, yang menunjukkan bahwa Bitcoin sebagai aset digital berisiko tinggi
dalam konteks hukum Islam, terutama karena ketiadaan aset yang mendasarinya dan ketidakpastian
nilainya ((Pensi et al., 2024)). Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya keragaman dalam
penafsiran status ontologis Bitcoin sebagai harta dalam Islam, yang menuntut pendekatan hukum yang
lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan.

Selain aspek kepemilikan, volatilitas tinggi yang melekat pada Bitcoin menjadi sorotan utama dalam
diskursus keuangan Islam. Fluktuasi nilainya yang tajam menimbulkan kekhawatiran akan adanya unsur
gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulatif), dua praktik yang dilarang dalam Islam karena merusak
keadilan dalam transaksi. Banyak investor menggunakan Bitcoin sebagai alat spekulasi jangka pendek,
bukan sebagai sarana investasi produktif yang berorientasi pada nilai dan keberlanjutan. Hal ini
memperkuat argumen bahwa praktik penggunaan Bitcoin dalam bentuk tersebut belum sesuai dengan
prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Penelitian di Indonesia juga mengonfirmasi bahwa tingginya
volatilitas Bitcoin menjadi tantangan dalam memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah,
khususnya dalam aspek keadilan dan kepastian transaksi ((Abubakar et al., 2023)).

Meskipun demikian, beberapa penelitian memberikan pandangan yang lebih moderat terhadap
penggunaan Bitcoin. Beberapa penulis menunjukkan bahwa jika Bitcoin digunakan sebagai instrumen
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investasi jangka panjang dan bukan sebagai alat perjudian atau spekulasi, maka aset ini dapat lebih
mendekati prinsip-prinsip syariah. Penggunaan yang etis dan berorientasi nilai memungkinkan Bitcoin
berperan dalam ekosistem ekonomi Islam, asalkan struktur transaksi dirancang untuk menghindari unsur-
unsur yang diharamkan seperti gharar dan maysir (Djubaedah, 2024).

Studi lain yang dilakukan oleh (Uun Zahrotunnisa et al., 2022) juga mendukung kemungkinan pengakuan
terhadap Bitcoin sebagai mal mustaqir, selama digunakan dalam transaksi yang sah dan tidak bersifat
spekulatif. Hal ini menunjukkan adanya ruang dalam figh untuk menyesuaikan konsep harta dengan
perkembangan digital, selama prinsip-prinsip syariah tetap dijadikan landasan.

Namun demikian, sikap yang lebih konservatif masih dipegang oleh lembaga fatwa resmi seperti Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam Fatwa No. 124/DSN-MUI/X1/2018, DSN-MUI
menyatakan bahwa Bitcoin belum dapat dianggap sebagai alat tukar yang sah dalam Islam. Alasan utama
yang dikemukakan adalah ketiadaan aset dasar yang mendukung nilai Bitcoin serta tingginya risiko
fluktuasi yang dinilai mengandung gharar.

Dengan mempertimbangkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa status Bitcoin
dalam keuangan Islam masih menjadi perdebatan yang kompleks. Evaluasi terhadap Bitcoin
membutuhkan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks
penggunaan, tujuan transaksi, serta dampaknya terhadap keadilan ekonomi dan stabilitas pasar. Oleh
karena itu, diperlukan ijtihad kontemporer yang mampu menimbang antara nilai-nilai maqasid al-shari‘ah
dan dinamika ekonomi digital modern.

3.3. Perbandingan Bitcoin dengan Instrumen Investasi Syariah

Dibandingkan dengan instrumen yang telah mapan seperti sukuk, , dan emas, Bitcoin masih menghadapi
tantangan besar dari sisi kepastian hukum, legalitas syariah, dan stabilitas nilai Instrumen-instrumen
syariah tradisional memiliki underlying asset yang jelas dan pengawasan regulator, sedangkan Bitcoin
masih sangat bergantung pada mekanisme pasar bebas yang sangat fluktuatif.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun Bitcoin dan aset kripto lainnya telah mendapatkan
pengakuan dalam hukum Indonesia sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, aset tersebut belum
memenuhi syarat sebagai investasi yang sah menurut hukum Islam. Melalui beberapa peraturan yang
diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), seperti Peraturan Menteri
Perdagangan No. 99 Tahun 2018 dan Peraturan Bappebti No. 5 dan No. 9 Tahun 2019, aset kripto diakui
sebagai komoditas digital yang sah untuk diperdagangkan (Siregar et al., 2024).

Pada Februari 2022, jumlah investor kripto di Indonesia tercatat lebih dari 12,4 juta orang, angka ini
bahkan mengalahkan jumlah investor pasar modal, seperti saham (8,1 juta) dan reksa dana (7,44 juta)
(Setyowati, 2022). Angka ini menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap investasi di aset
digital, terlepas dari potensi keuntungan yang besar, akses yang mudah, dan risiko tinggi yang disebabkan
oleh volatilitas serta kurangnya regulasi yang memadai pada tahap awal.

Namun, dalam pandangan hukum Islam, penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar dianggap haram, seperti
yang diungkapkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa Bitcoin
mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan tidak memiliki underlying asset yang
jelas. Oleh karena itu, Bitcoin tidak dapat diterima sebagai alat tukar yang sah menurut syariat (Majelis
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Ulama Indonesia, 2021). Dalam Islam, suatu aset hanya dapat diperjualbelikan jika memiliki nilai manfaat
yang nyata, bentuk fisik yang jelas, dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak pasti (dharar).

Di sisi lain, meskipun aset kripto tidak diizinkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran menurut
Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, (Siregar et al., 2024) menjelaskan bahwa secara
hukum positif Indonesia, aset kripto sah diperdagangkan sebagai objek dalam perdagangan berjangka
komoditi. Ini membuka ruang bagi kripto sebagai instrumen investasi yang legal, meskipun terbatas pada
statusnya sebagai komoditas, bukan sebagai mata uang.

Namun, penelitian ini juga menyoroti ketidaksesuaian antara hukum negara dan prinsip hukum Islam.
Meskipun teknologi blockchain yang mendasari kripto menawarkan keamanan dalam transaksi,
kurangnya otoritas resmi dan sifat fluktuatif Bitcoin tetap menjadi tantangan besar dalam konteks
keuangan syariah (Raya, 2022). Hal ini didukung oleh pendapat(Setiawan Prasetyo & Latumahina, 2023),
yang menyatakan bahwa tantangan utama bagi keuangan syariah dalam mengadopsi kripto terletak pada
aspek maslahah (kemanfaatan), adl (keadilan), dan amanah (transparansi).

Sebagai solusi, beberapa sarjana mengusulkan pengembangan jenis aset kripto yang berbasis pada prinsip
syariah, seperti stablecoin yang didukung oleh emas atau aset riil lainnya. Pendekatan ini dianggap lebih
sesuai dengan kaidah muamalah yang mensyaratkan adanya underlying asset dan menghindari spekulasi
berlebihan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun aset kripto seperti Bitcoin telah diakui
dalam hukum Indonesia sebagai instrumen investasi komoditas yang sah, ia belum sepenuhnya sejalan
dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk mengatasi kesenjangan ini, perlu adanya inovasi dalam
pengembangan aset digital berbasis syariah serta penguatan regulasi yang berlandaskan pada prinsip
keuangan Islam. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif untuk
membandingkan kinerja Bitcoin dengan instrumen syariah lainnya, seperti emas atau saham syariah, serta
mengkaji persepsi investor Muslim terhadap aset kripto.

3.4. Fatwa dan Pandangan Lembaga Syariah

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran
penting dalam menetapkan landasan hukum bagi operasional lembaga keuangan syariah (LKS) di
Indonesia. Menurut studi (Hardi, 2019), hingga tahun 2017, telah diterbitkan lebih dari 100 fatwa yang
mencakup berbagai jenis produk keuangan, seperti akad murabahah, mudharabah, ijarah, dan
musyarakah. Fatwa-fatwa ini menjadi rujukan utama bagi LKS guna memastikan bahwa produk yang
ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (syariah compliance), serta menjadi pedoman bagi
Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, efektivitas fatwa-fatwa tersebut menghadapi sejumlah
tantangan. (Awaluddin & Febrian, 2020)menemukan bahwa penerapan fatwa di lembaga keuangan
syariah di wilayah Sumatera Barat menunjukkan variasi. Beberapa pelaku industri hanya memandang
fatwa sebagai arahan moral, bukan sebagai aturan hukum yang mengikat secara yuridis. Temuan serupa
dikemukakan oleh Adam dan Hadiyanto (2020), yang mencatat adanya ketidaksesuaian antara fatwa DSN
dengan regulasi formal negara seperti Peraturan OJK, yang mengakibatkan keterlambatan dalam
implementasi fatwa karena menunggu kepastian hukum yang resmi.
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Contoh konkret dari dinamika ini dapat dilihat dalam studi (Prastyaningsih & Bin Lahuri, 2018)yang
meneliti penerapan fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang multi akad dalam produk talangan haji.
Dalam hal ini, DSN-MUI memperbolehkan penggabungan akad-akad seperti murabahah, ijarah, dan
wakalah dalam satu produk dengan syarat tidak adanya kontradiksi dan adanya transparansi. Studi ini
mencerminkan adanya fleksibilitas dalam pendekatan fatwa serta penerapan magasid syariah yang
mempertimbangkan kemaslahatan umat meskipun dalam struktur akad yang kompleks.

Meski demikian, penelitian (Yunus, 2021)pada BPRS Baiturridha Pusaka menunjukkan bahwa
implementasi produk Qardh, walaupun secara teoritis telah sesuai dengan fatwa DSN, dalam praktik
masih ditemukan penyimpangan seperti penambahan margin atau ketentuan tersembunyi yang
menyimpang dari semangat tabarru' atau tolong-menolong. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan
pengawasan dan pelatihan bagi SDM di LKS agar mereka memahami esensi dari fatwa, bukan hanya
mengikuti aspek formalnya.

Keterbatasan yang teridentifikasi dalam berbagai studi tersebut adalah kurangnya penelitian kuantitatif
yang dapat mengukur sejauh mana kepatuhan LKS terhadap fatwa DSN secara nasional. Di samping itu,
terdapat kesenjangan antara tingkat pemahaman pelaku industri terhadap hukum syariah dan
kompleksitas fatwa yang ada. Secara umum, berbagai temuan ini menegaskan bahwa meskipun fatwa
DSN-MUI memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan industri keuangan syariah, tantangan tetap
muncul pada tataran implementasi, internalisasi nilai-nilai figh, serta harmonisasi antara hukum syariah
dan regulasi nasional.

3.5. Implikasi Syariah dan Regulatoris

Penelitian ini menegaskan bahwa Bitcoin bukan instrumen yang sepenuhnya bertentangan dengan Islam,
namun juga belum sepenuhnya sesuai. Perlu kejelasan hukum, fatwa yang komprehensif, dan regulasi
yang mendukung investasi syariah digital. Beberapa negara mulai mengembangkan Islamic
cryptocurrency dengan dukungan aset riil, menunjukkan arah baru bagi integrasi teknologi dan syariah.

Kajian-kajian terbaru mengenai Bitcoin sebagai instrumen investasi dalam pandangan keuangan Islam
menunjukkan adanya ketegangan antara kemajuan teknologi finansial dan prinsip-prinsip syariah yang
menekankan aspek kejelasan, keadilan, dan perlindungan dari unsur spekulatif. Menurut penelitian yang
dilakukan oleh (Nurhisam, 2017), Bitcoin tidak dikategorikan sebagai al-mal al-mutagawwam atau harta
yang diakui secara syariah, karena tidak memiliki bentuk fisik, tidak dijamin oleh otoritas resmi negara,
serta menunjukkan tingkat volatilitas yang sangat tinggi. Kondisi ini mengindikasikan adanya unsur gharar
(ketidakpastian), maysir (unsur spekulatif), serta ketiadaan underlying asset yang stabil, sehingga
mayoritas ulama kontemporer, termasuk melalui fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/2021, mengharamkan
Bitcoin baik sebagai alat transaksi maupun instrumen investasi.

Penemuan ini diperkuat oleh studi dari (DWI ESTRI RAHAYU, 2022), yang menunjukkan bahwa
ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap Bitcoin sering kali dilandasi oleh motivasi spekulatif untuk
memperoleh keuntungan cepat. Penelitian tersebut mengkaji aspek hukum Islam dan hukum positif
dalam praktik jual beli Bitcoin, dan menyimpulkan bahwa dari sisi yuridis, Bitcoin bukan merupakan alat
pembayaran sah berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, melainkan dikategorikan sebagai
komoditas oleh Bappebti melalui Peraturan No. 5 Tahun 2019. Ketidaksesuaian antara kerangka hukum
positif dan hukum syariah ini menciptakan ambiguitas legal, yang berpotensi menimbulkan risiko dari segi
hukum dan keagamaan.
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Sementara itu, pendekatan siyasah syar’iyyah yang diusung dalam penelitian (Dahnial & Kurniati,
2024)menunjukkan bahwa kehadiran Bitcoin sebagai aset digital belum membawa manfaat umum
(maslahah) secara menyeluruh. Penelitian ini menilai bahwa pemerintah belum membentuk kerangka
regulasi yang mampu mengatasi berbagai potensi kerusakan (mafsadah), seperti praktik penipuan,
aktivitas pencucian uang, dan fluktuasi nilai yang tajam. Dengan demikian, dari sudut pandang keuangan
Islam, Bitcoin belum memenuhi prinsip hifzhul mal atau perlindungan terhadap harta, dan karenanya
belum dapat direkomendasikan sebagai instrumen investasi yang sesuai syariah.

Sebaliknya, studi yang dilakukan oleh (Tektona & Safilia, 2020)mencoba mengevaluasi kemungkinan
penggunaan Bitcoin dalam transaksi zakat. Meskipun dari segi teknologi blockchain dianggap aman dan
transparan, nilai Bitcoin yang sangat tidak stabil menyulitkan penentuan nilai yang adil dan proporsional
bagi penerima zakat. Oleh sebab itu, meskipun secara teknis Bitcoin memiliki keunggulan, nilai
ekonominya dinilai belum memenuhi prinsip al-ta’adul (keadilan distribusi) dalam figh muamalah.

Hal serupa juga dikemukakan oleh(Febrianti Dyahsitasari & Muhammad Yassir, 2023), yang meneliti
relevansi Bitcoin dalam konteks distribusi warisan. Meskipun secara teknis aset digital ini dapat
diwariskan, kompleksitas dalam hukum waris Islam yang menuntut kepastian nilai dan pembagian hak
secara adil menjadikan Bitcoin sulit untuk dijadikan instrumen warisan yang sah menurut syariah, terlebih
karena nilai Bitcoin yang sangat fluktuatif berpotensi menimbulkan ketidakadilan antar ahli waris.

Namun demikian, tidak semua hasil penelitian memberikan penilaian negatif(Anisa et al., 2023)
berpendapat bahwa secara makroekonomi, Bitcoin memiliki potensi sebagai store of value jika dikelola
dengan pengawasan regulatif yang ketat. Mereka menekankan pentingnya pembentukan regulasi
berbasis syariah yang kuat dan peningkatan literasi publik. Pendekatan ini sejalan dengan konsep
maslahah mursalah dalam magqasid syariah, yaitu bahwa inovasi yang membawa manfaat dan mencegah
kerusakan diperbolehkan dalam Islam.

Dengan mempertimbangkan berbagai pandangan tersebut, terlihat bahwa Bitcoin sebagai alat investasi
dalam kerangka keuangan Islam masih menjadi topik yang diperdebatkan. Di satu sisi, teknologi yang
mendasarinya dinilai efisien dan inovatif, namun di sisi lain, banyak prinsip utama syariah seperti stabilitas
nilai, transparansi akad, dan perlindungan terhadap kerugian belum terpenuhi secara memadai.
Ketiadaan regulasi nasional yang komprehensif turut memperkuat posisi Bitcoin sebagai instrumen yang
belum dapat diterima secara penuh dalam sistem investasi syariah.

Oleh karena itu, beberapa rekomendasi penting dari berbagai penelitian mencakup:

e Penguatan regulasi untuk perlindungan investor Muslim.

e Penyusunan fatwa baru dengan pendekatan kombinasi antara figh tradisional dan pemahaman
terhadap teknologi digital.

e Edukasi masyarakat mengenai literasi syariah digital agar dapat membedakan antara investasi yang
halal dan spekulatif.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah terhadap karakteristik Bitcoin sebagai aset digital serta kajian atas prinsip-prinsip
fundamental dalam keuangan Islam, dapat disimpulkan bahwa posisi Bitcoin sebagai instrumen investasi
masih menjadi perdebatan di kalangan ulama maupun praktisi ekonomi syariah. Di satu sisi, Bitcoin
menawarkan peluang keuntungan yang besar karena sifat volatilitasnya yang tinggi, ditambah dengan
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kemudahan akses dan sistem desentralisasi yang dimilikinya. Namun, di sisi lain, aset ini juga mengandung
elemen spekulasi (gharar) dan ketidakpastian (maysir) yang cukup dominan, serta belum didukung oleh
underlying asset yang konkret.

Dari sudut pandang magqashid syariah, investasi idealnya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan
stabilitas ekonomi, bukan semata-mata mengejar keuntungan jangka pendek yang berisiko tinggi terhadap
kerugian. Oleh karena itu, walaupun ada pandangan sebagian ulama yang menganggap Bitcoin dapat
dikategorikan sebagai mal mutagawwam (harta yang sah menurut syariah), penggunaannya sebagai
instrumen investasi dalam sistem keuangan Islam tetap memerlukan kehati-hatian, dukungan regulasi yang
memadai, serta mekanisme yang mampu meminimalisir unsur spekulatif dan ketidakpastian tersebut.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh serta ijtihad kolektif dari otoritas keuangan
syariah internasional guna merumuskan batasan dan pedoman yang tegas terkait investasi pada aset kripto
seperti Bitcoin, agar tetap sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah.
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